BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 5 ? TATUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 204 TAHUN
2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2020

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

H,

N

BUPATI CILACAP,

bahwa sebagai tindak lanjus Peraturan Menteri Dalam Nepen
Republik Indonesia Numor 20 Tahun 2020 tentung Percepatan
Penanganan  Caorona  Virus Desease 2014 (] Lingkungan
Pemerintah  Daernh, Keputusan Bupati  Cilacap Nomor
360/488/39/Tahun 2020 lentang Penetapsn Starus Siaga
Darurat Pandemi Bencann Wabah Penvakit Akiba: Corone
Virus Disease 2019 (Covid-19} di Kabupaten Cillacap dan Surs!
Edaran Sekretaris Daerahh Nomar ¢ An3/02166/20 tanguul 24
Marel 2020  tentang  Revis Anggaran Dalam  Ranyks
Pencegahan dan Fenanganan COVID- 19 dj Kabupaten Cilacap,
maka Peratiran Bupati Cilacap Nomor 204 Tahun 2010
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanga Daeral
Rabupalen Cilacap Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan
operasional pelaksanaan Anpearan Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Cilacap Taliun Anggaran 2020, perly
untuk diubah dan disesuaikan:

bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana  dimaksud
dalam huruf &, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap
tentang Perubahan Keempal Atas Peraturan HBupat Cilacap
Nomor 204 Tahun 2019 tentang  Penjabaran  Anggaran
Pendapatan dan Belanga Daerab Kabupaten Cilacap Tahun
Angaaran 2020;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Dacrah-dacrabh Kahupaten Dslam Lingkungan Propinsi Diowa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomeor
42),

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1994 tentang Penyelengpara
Negara vang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolus: dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republk [ndonesia
Nomor 385 1);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lemaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 47, Tambosbhanu Lembaran Negar Republik Indonesia

Nomur 4286},



=l

10.

11

12

14.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaarn
Pengelolaan  dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Namor
4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Repulblik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049),

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakvat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tehun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Lavanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara  Republik Indonesia  Nomor  4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemenntah  Nomor 23 Tahun 2005 tantang Peneelolaan
Keuangan Badan Layanan Umumn (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340),

Peraturan Pemerintalh Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntans:  Pemerintahan  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia  Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tohun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negars Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republhik
Indonesia Nomaor 4575),

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor [38, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4567) sebagaimana telah
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diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahar  Atas Peraturan Pemerintah Nomor =6
Tahun 2005 lentang Sistem Informasi Keuangan  Dacrab,
(Lembaran Negira Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor | |0,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155),
Peraturan Pemerintabh Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instunsi Pemerintah (Lembaran Negars
Republik  Indonesia  Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614),

Peraturan Pemerintah Nomer 2 Taliun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncesia
Nomor 5272);

-Peraturan  Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyvelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 604 ]):

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan Administratil  Pimpinan dan Angeata  Dewan
Perwakilan Rakvat  Daerah {lLembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik ITndonesia Nomor B057),

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomeor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik  [ndonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Dacrah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010
tentang Pajak Dacrah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap
Tahun 2010 Nomor 18, Lembaran Dacrah Kabupaten Cilacap
Nomor 57 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhic
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18
Tahun 2018 lentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak
Dacrsh (Lembaran Dacrah Kabupaten Cilacap Tahun 2018
Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap
Nomar 167),

-Peraturan Daersh Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2011

tentang  Pengelolaan  Sampah dan Retribust  Pelavanan
Persampahan /Kebersihan di Kabupaten  Cilacap  (Lembaran
Dacrabi Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 59);

Peraturan Dacrah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2011

tentang Tata Pelayonan dan Retnbusi Pelayvanan Kesehatan
Pada Unit Pelnksana Teknis Pusat Kesehatan Masvarakat dan
Unit  Pelaksana  Teknis  Laboratonium  Kesehatan  Daerah
Kabupaten  Cilacap  (Lembaran  Dacrah Kabupaten Cilacap
Tahun 2011 Nomor B, Tumbahan Lembaran Dacrah Rabupaten
Cilacap Nomor 62),



25. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2011
lentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Cilacap
(Lembaran Dacrah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 60),

26. Peraturan Dacrah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 201 |
tentang Retribusi [zin Mendinkan Bangunan di Kabupaten
Cilacap (Lembaran Dacrah Kabupaten Cilacap Tahun 201
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap
Nomor 67),

27. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2012
tentang Retribus: Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten
Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 20]2
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap
Nomor 71}, n

28. Peraturan Daerali Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2012
tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan
Pengabuan Mavat di Kabupaten Cilacap (Lembaran Dacrah
Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 72);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2012
tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penvedotan Kakus di
Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap
Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Cilacap Nomor 73};

30. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2012
tentang Retribusi Pelavanan Parkir di Tepi Jalan Umum di
Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap
Tahun 2012 Nomer 7, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten
Cilacap Nomor 74);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2012
tentang Retribusi  Pengujian Kendaraan Bermotor dij
Kabupaten Cilacap (Lembaran Daecrah Kabupaten Cilacap
Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daecrah Kabupaten
Cilacap Nomor 75);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2012
tentang Retribusi Terminz! di Kabupaten Cilacap (Lembaran
Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 76);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2012
tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Cilacap
(Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 77);

34, Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomar 11 Tahun 2012
tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan di Kabupaten
Cilacap (Lembaran Dacrah Kabupaten Cilacap Tahun 2012
Nomor |1, Tambaban Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap
Nomor 78),

25, Pernturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2012
tentang Retribusi 1zin Trayek di Kabupaten Cilacap (Lembaran
Daerah Kabupaten Cllacap Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 749),

36, Peraturan Dacrah Knbupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2012
tentang  Kewrbust Tempat  Rekreast dan Olahraga  di
Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah  Kabupaten Cilacap
Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran  Daerah
Kabupaten Cilacup Nomoer 80),




A7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2012
tentang Retribusi Rumah Potong Hewan di Kabupaten Cilacap
(Lembaran Dacrah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 14,
Tambahan Lemburan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 81),

38, Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018
tentang  Pokok-Pokok  Pengelolann  Keuangan  Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Cilacap Nomor 159),

39, Peraturan Dacrah Kabupaten Cilacap Nomer 10 Tahun 2019
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten
Cilacap Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten
Cilacap Tahun 2019 Nomaor 10);

MEMUTUSEAN :

Menctapkan ' PERATURAN BUPATI TENTANG FERUBAHAN KEEMPAT ATAS

PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 204 TAHUN 2019
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN
2020,

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Persturan Bupati Cilacap Nomor 204 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanjs Dacrah Kabupaten Cilacap
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tohun 2019 Nomor 204)
yang telah beberaps kali diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap -

a

Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap
Nomor 204 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanjn
Dacrah Kabupaten Cilacap Tahun Anggarsn 2020 (Berita Daerah Kabupaten
Cilacap Tahun 2020 Nomor 41);

Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupan
Cilacap Nomor 204 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah
Kabupaten Cilacap Tahun 2020 Nomor 43);

Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupan
Cilacap Nomor 204 Tahun 2010 tentong Penjabaran Anggaran Pendaputan dorn
Belanja Dacrah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020 (Berita Dacrah
Kabupaten Cilacap Tahun 2020 Nomor 46},

diubah sebagai berilkut :

Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagad berikut -

Pasal |
Anggaran Pendapatan dun Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri atns ;
1) Pendupatan ;
a. Pendapatan Asl Daerah
a) Semula Rp, 617977 383,281 -
b) Bertambuah Rp. 0,-
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
setelah Penyempurnmin Rp 617.977.383.281 .-
b. Danu Perimbangan
a) Semula Rp. 1.996.103.673.000,-
b) Bertambah Rp, 0,

Jumlah Dana Perimbangan
satelah Penyempurnaan Rp 1.996.102.673.000,-



¢, Lain-lain Pendupatan
Daerah Yang Sah

#) Semuls K 7 260
P TTA.510.326.000 .
bl Bertambah Rp ' i ,ll‘l
Lawn-lain Pendapatan Dacrals ;
Yang Sah Setelah Penyvempurnaan Rp. 774,510.326.000),

Jumlah Pendapatan Rp.1.388.591.382 28],

2] Belanja
4. Belanja Tidak Langsung
Al Belanja Pegawar

1) Semula Rp, 1,277 140.504 8U2 .

2] Bertambah Rp. i,

Jumiah Belanjs Pegawai

setelah Penyempurnasn Rp 1 277.140.564 802,
b} Belanja Subsidi

1) Semula Rp. 400.000.000 -

2) Bertambah Rp, (.-

Jumlah Belanja SGObsid

setelah Penvempurmaan Rp. 400,000,001 -
¢) Belanja Hibah

1) Semula Rp. 49,578.931.000,-

2) Bertambah Rp. 0;-

Jumlah Belanja Hibah

setelah Penyempurnasn Rp 49 57H.931.000,
d} Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp. 7.196.228.000,-

2) Bertambah Rp. C,

Jumlah Belanmja Bantuan Sosial

setelah Penyempumaan Rp. 7.196,228.000,

¢] Belanja Bagi Hasil k:pada
Provinsi  /Kabupsalen/Kota
dan Pemerintah Desa

1) Semula Rn. 24,408, 120,000}, -

2) Bertambah  Rp. a,-

Jumlahh Beleuya Bam  Hasil kepaca

Provins: /Kahupaten/ Kota dan

Pemerintah Desa seteluh

Penyermpurmaan Bp 24 308 180,000 -

f) Belanja Bantuan Keuangan
kepada
Provinsi/Kabupaten/  Kota
dan Pemerintah Desa

1) Semuln Rp 4706421835300,
2) Bertambuh  Kp. 0,

Jumlali  Belanp  Bantunn  Keuoangan
kepadn Provinm/Kabupnten/ Kot dan
Pemerntah Lesn netelah

Penyvempuarniain Rp 470421 835300

¢ Belunja Tidok
Terdugn
1) Semuln I A.754 30060041
2) Bertambah  Rp 15065 1494000,
Jumiah Belanja Tidak Terduga  weielak -
Penyeinpurmdan Rp IH B 19450000,




b, Belanja Langsuny
) Belunjn Pegawni

1) Semula Rp 224 418 TR 440
2) Berkurang 1 EE’!' ENIE 5'44.40():- |
Jumlah  Belanja Tregawal — weiclali
Penvempurnan Rp. 2164320912250
b} Belanja Barang dan
Jasa
1) Semuln Rp. 735 164 741 470
. 3 0168 731 1470, -
2) Berkurang A Rp. 0. 745,084 8H), |
Jumlah = Belanja  Barang  dan  Jasa
setelah Penvempurnaan Rp. 72B419.656.670,
¢] Belanja Modal
1) Semula Rp 786,057 490,000,
2] Berkuranyg | Rp 277465000, )
\’l;:mlah Belanja  — Modqa! seteliah
nycn-‘punman Rp 7R5.780.025 900,
Jumilah Belanja Rp. 3.584 507 732 002,
Defisit {(Rp. 196.000.361 7321 -

3) Pembiayaan
a. Pencerimaan
1} Semula Rp,  217.434.202.721 -
2} Bertambah Rp. Q,-
Jumlah Penerimaan
setelah Penvempurnaan Rp, 217434292721 .-

b, Pengeluaran
1] Semula Rp. 25,580 .000.000,
2] Bertambah Rp. _ 0,-
Jumlah Pengeluaran
setelah Penyempurnaan Rp.  25.538%.000.000.-

Jumlah Pembiavaan Neto Rp. 191.845.242721 -

Sisa kurang pembiayasn  anggaran iahon
bericenaan
IRp. 41681 065 DY, -

2. Ketenruan Pasal 2 diubah, schinggs berbunyi sehaga henkut ¢

Pitsnl 2

Perubahan Penjabaran APBD sebagaimng dimakasl datiom Pasal | dinne lebih

lanjut pada Lampiran | dan 1 Peraturan Bupatimi

3 Diantars Pasal 2 don Panal 3 disisiplean 1 isiaiu) Pasal, yinkn Pasal 2A sehinggo

berbuny) sehagar berikat

Pannl 2A

Pelaksanaan perubahan pengabaran APHD . vang ditetipkun dulam  peraturan
Hupati in dituangkan Jebih lanjut dadnm Dokumen Pelaksarain Perubwbion
Anggaran  Satuan  Kerju Perangkat  Dacrah  sesunl  Ketentlan - pesaturin

perundang-undangan



Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraiuran
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacsp
DPRINA 0 MR 7070

Diundangkan di Cilacap



